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Penelitian dengan tujuan menganalisis implementasi kebijakan Program 

Kartu Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Negeri 11 Bancah Kecamatan 

Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan. Informan dalam 

penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling, dimana 

pemilihan informan didasarkan pada karakteristik tertentu. Adapun untuk 

teknik pengumpulan data melalui suatu penelitian lapangan berupa jenis tanya 

jawab dari Guru BK dan orang tua siswa. Kemudian observasi serta dengan 

studi dokumentasi. Jumlah yang menjadi sumber data terdiri dari Kepala 

Sekolah, Guru BK dan 4 orang tua siswa. Lokasi penelitian dilaksanakan di 

SDN 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Hasil kajian 

memperlihatkan jika dari tempat penelitian KIP yang telah memenuhi target, 

karena penetapan siswa penerima KIP sudah tepat dan tepat sasaran. Sumber 

daya manusia yang cukup dan kompeten dalam menjalankannya, karakteristik 

agen telah dengan penugasan yang penuh dengan ditetapkannya keadaan 

berpenghasilan tidak cukup dengan sekitar dan partisipan merespon terhadap 

anak yang menerima KIP. 
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ABSTRACT 

From This study aims to analyze the implementation of the Program Kartu 

Indonesia Pintar (PIP) policy at SD Negeri 11 Bancah Kecamatan Koto Parik 

Gadang Diateh Kabupaten Solok South. Informants in this study were 

determined by purposive sampling method, where the selection of informants 

was based on certain characteristics. As for the technique of collecting data 

through a field research in the form of semi-structured interviews addressed 

to the Principal, BK teachers and parents of students. then observation and 

documentation study. The number of data sources consists of the Principal, 

Counseling Teacher and 4 parents of students. The research location was 

carried out at SDN 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. The 

results of this study indicate that the implementation of the Program kartu 

Indonesia Pintar (PIP) at SD Negeri 11 Bancah Koto Parik Gadang Diateh 

has been going well. This can be seen from the variable implementation of 

the KIP policy that has met the target, because the determination of KIP 

recipient students is right and on target. Sufficient and competent human 

resources in running it, the characteristics have carried out responsibilities 

in accordance with the rules that have been set. The economic condition of 

parents whose income is insufficient, while the social environment for the 

participation and response of parents of students who are very enthusiastic 

about their children as KIP recipients. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah proses yang terdiri dari 

masyarakat dan individu serta  komunitas 

nasional. Pendidikan ialah proses yang 

dibutuhkan dalam mencapai suatu 

keseimbangan serta peningkatan perkembangan 

pribadi dan sosial (Nurkholis, 2013). Rangka 

untuk meratakan media dan peluang 

pendidikan, dijelaskan dari Undang-Undang 4 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 

2003. Wajib belajar merupakan suatu rencana 

pendidikan yang harus dijalani dan menjadi 

tanggungan pemerintah. 

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, telah ada kebijakan dengan 

mewajibkan belajar sembilan tahun. Hal ini 

merupakan yang umum dengan adanya 

bantuan. Mereka yang tidak sanggup membayar 

untuk kondisi tersebut. 

Selain itu, pada masa kepresidenan Joko 

Widodo pada tahun 2014, telah diterbitkan 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang 

meliputi pelaksanaan Rencana Tabungan 

Keluarga Sejahtera (PSKS), Rencana Indonesia 

Pintar (PIP) dan Rencana Indonesia Sehat (PIS). 

keluarga yang produktif. Aturan yang 

memperkuat arahan yang ada. 

Program Indonesia Pintar ialah suatu 

program prioritas Presiden Joko Widodo. Hal 

ini didedikasikan dalam bantuan untuk terus 

mendapatkan suatu layanan pendidikan hingga 

mereka lulus dari sekolah menengah atau 

sederajat. Program Indonesia Pintar juga dalam 

rangka mengurangi biaya pendidikan 

menengah, menjadi dorongan untuk lanjut 

sekolah, dengan diterbikan KKS bagi anak-

anak dalam Program Indonesia Pintar. 

Kebijakan KIP dengan nauangan menteri 

pendidikan. Adapun untuk tujuan dari rencana 

tersebut ialah dalam rangka membantu siswa 

miskin, agar mendapatkan suatu pendidikan 

yang layak, dan mencegah anak-anak putus 

sekolah serta memenuhi suatu kebutuhan 

sekolah mereka. Siswa harus menggunakan 

bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan 

sekolah, misalnya untuk perlengkapan sekolah, 

dan biaya transportasi siswa ke sekolah, serta 

uang saku. Dengan kartu pintar Indonesia, tidak 

terdapat lagi siswa yang putus sekolah karena 

kekurangan dana. Diperuntukan pada 

pendanaan yang ada dengan program di 

lapangan (TNP2K, 2016). Program Indonesia 

Pintar ialah suatu bantuan publik yang 

diberikan oleh pemerintah kepada siswa SD, 

kemudian SMP, selanjutnya SMA/SMK serta 

sederajat dari keluarga miskin, termasuk siswa 

reguler dan reguler. Dalam 

mengimplementasikan program kartu indonesia 

pintar, Kabupaten Solok Selatan merupakan 

salah satu daerah yang akan menerapkan 

kebijakan tersebut. 

Kabupaten Solok Selatan ialah salah satu 

kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan 

proporsi penduduk putus sekolah yang cukup 

tinggi. Untuk tahun 2019, penduduk laki-laki 

menyumbang 30,26%, dan penduduk 

perempuan menyumbang 24,36% tanpa 

melanjutkan pendidikan. Dilihat dari data 

kependudukan kasus Solok Selatan, banyak 

kabupaten yang akan menerapkan rencana 

kebijakan Indonesia Pintar, salah satunya 

adalah kabupaten Koto Parik Gadang Diateh. 

Kecamatan Koto Parik Gadang diateh ialah 

salah satu kecamatan di Kabupaten Solok 

Selatan. Untuk kecamatan ini ada 22 SD, salah 

satunya SDN 11 Bancah. Untuk SDN 11 

Bancah merupakan salah satu sekolah yang 

telah memperoleh Kartu Indonesia Pintar yang 

berisi 100 siswa miskin. Setiap siswa di sekolah 

ini menerima bantuan 450.000 per tahun, serta 

225.000 per semester. Siswa menggunakan 

dana tersebut untuk membeli perlengkapan 

sekolah, termasuk alat tulis, kemudian tas 

sekolah serta sepatu sekolah. Siswa ini 

mendapatkan bantuan dari KIP menjadi 

dorongan untuk sekolah, menerapkannya dalam 

operasionalnya. 

Berdasarkan observasi awal penulis 

terhadap implementasi kebijakan Program 

Indonesia Pintar di SD Koto Parik Gadang 

diateh, informasi yang diperoleh menunjukkan 

bahwa data yang digunakan untuk menentukan 

siswa yang dapat menerima PIP masih kurang 

akurat. sehingga masih ada kesulitan keuangan 

Siswa tidak bisa mendapatkan PIP. Pengamatan 

peneliti menunjukkan bahwa kurang lebih 100 

siswa layak mendapatkan bantuan PIP, namun 

hanya 49 siswa yang dinyatakan telah 

menerima PIP dari sekolah. Padahal untuk 

keuangan 51 orang tua siswa sulit, sangat layak 

untuk menerima bantuan dari PIP. Peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa siswa. 

Informasi yang didapat adalah PIP tidak 

disosialisasikan dengan informasi adanya 

bantuan PIP semacam ini.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

untuk rumusan masalah.dalam penelitian ini 

ialah Implementasi Kebijakan Program Kartu 

Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 11. 
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METODE PENELITIAN 

Kajian ini ialah analisis dari kualitatif. 

Bentuk data menggunakan data primer serta 

data sekunder. Untuk informan penelitian 

ditentukan melalui suatu metode purposive 

sampling, dimana untuk pemilihan informan 

dilaksanakan berdasarkan suatu karakteristik 

tertentu. Adapun untuk Teknik pengumpulan 

data melalui suatu penelitian lapangan berupa 

jenis tanya jawab orang tua, observasi dari 

tempat penelitian.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerima kartu Indonesia. pintar ialah  

pelajar dari keluarga yang dana pendidikannya 

masih di bawah tingkat kepatuhan. Dengan 

kartu Indonesia pintar, siswa dapat sejahtera 

dan berkembang, dan juga dapat menutupi 

kekurangan uang jajan dan kekurangan 

perlengkapan sekolah ketika terjadi 

kekurangan. 

Bantuan Kartu Indonesia Pintar 

diprioritaskan kepada siswa yang kurang 

mampu, siswa di sekolah, atau siswa dengan 

membantu yang masuk dan menjadi jaminan 

sekolah tak ada SPP. Pemerintah menurunkan 

bntuan pendidikan berwujud KIP trhadap ank - 

ank miskn yang terpapar puts skkolah hingga 

dapt menutup kebutuhn  penbelajaran mereka. 

Penjatahan dana bntuan sebesar 450 ribu 

per/tahun dan ada pula 225 ribu per/semester 

ditujukn mndapatkan kbutuhan siswa di luar 

biaya operassional sekolh, misalny buat 

menbeli perlengkapn skolah, transportasii, dna 

saku, damlain- lainnya. 

Pemerintah memberikan bantuan 

pendidikan kepada anak-anak miskin yang 

rentan putus sekolah dalam bentuk KIP. Untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikannya. Alokasi 

dana bantuan ini sebesar Rp. Rp 

450.000.000,00 per tahun dan Rp 225.000 per 

semester digunakan pada keperluan 

kelengkapannya. 

Dalam Realisasi Kartu Indonesia Pintar 

peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van 

Horn yang mana dengan enam sasaran 

kebijakan, sumber daya, kmunikasi antr 

organsasi dan pnguatan aktivtas, karakhteristk 

agen plaksana, dsposisi atau/ sikp plaksana srta 

kndisi sosial plitik & eknomi. 

Standar dan Sasaran Kebijakan 

Agar kebijakan ini dapt diinplementasikan 

dengan sebaiknya, ia hars menpunyai arah yang 

tepat. Para pelaksana mugkin lebh mudah 

menginplementasikan kebijakan. Pada saat 

yang sama, menurut Van Horn dan Van Mitte, 

ketika menetapkan standar dan tujuan, jangan 

terlalu idealis, karena ini akan mempersulit 

implementasi kebijakan. Adapun studi di atas, 

standar kebijakan bervariasi tergantung pada 

bidang di mana mereka terlibat. 

Hal ini tidak membuat suatu standar 

kebijakan untuk kehilangan  kejelasan, sebab 

perbedaan standar. didalam kebijakan program 

kartu indonesia pintar dapat dipadukan dengan 

suatu pedoman SOP yang berlaku untuk 

implementasi. 

Menurut Edward III yang dirangkum oleh 

(Hayatullah & Takdir, 2015) mengatakan 

bahwa SOP kemungkinan akan menjadi 

penghambat implementasi kebijakan baru, 

membutuhkan metode baru atau jenis personel 

baru untuk mengimplementasikan kebijakan 

tersebut. 

Oleh karena itu, semakin banyak kebijakan 

yang memerlukan perubahan dalam organisasi 

dengan cara yang biasa, semakin besar 

kemungkinan prosedur operasi standar akan 

menghambat implementasi. Padahal, kebijakan 

program Kartu Indonesia Pintar dilaksanakn di 

skolah tmpt penelitian sudah dilaksanakan, 

sebab berpedoman berdasarkan SOP. Untk 

semwa niat kebijakn dapat tercapai meskipun 

dengn suatu stndar kbijakan yg berbeda. Untuk 

tujuan kebijakan sasarn program kartu 

Indonesia pintar ialah sama, sebab ini untuk 

anak sekolah dan anak yatim piatu yang tidak 

mampu membayar. 

Sumber Daya 

Sumber daya dlam sprti ini ada dua 

bidang,yakni smber dya makhluk dan sumber 

daya keuangan. Menurt pengkajian penelitian, 

untk manusia serta keuangan terkait dengn 

standar dan tujuan kebjakan. Sebab didalam 

analisis akhir, perwujudan standar yg mempuni 

ialah untuk mencapai suatu tujuan yang 

ditetapkan dan dioperasikan oleh seorang 

pelaksana. 

Implementasi Kebijakan Rencana Sumber 

daya manusia yang dibutuhkan untuk kartu 

Indonesia pintar ialah sumber daya manusia 

yang berkualitas tinggi, yang telah terpenuhi 

dalam rencana yang dilaksanakan di tempat 

peneliti teliti. Hal ini hanya sumber daya 

manusia yang berkualitas tinggi yang dapat 

menerapkan kebijakan secara penuh dan benar. 

Oleh karena itu, dari hasil survei di atas, sekolah 
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yang teliti telah memiliki suatu sumber daya 

yang berkualitas tinggi. 

Karena jika sekolah tersebut kekurangan 

sumber daya yang berkualitas, bisa jadi karena 

kurangnya sumber dana yang mendukung. Hal 

demikian untuk sumber daya manusia serta 

sumber daya finansial telah terpenuhi. 

Komunikasi Antar Organisasi 

Dalam implementasinya, komunikasi ialah 

menjadi intinya. Komunikasi yng bnar dapat 

membentuk hubngan krja yng bags. Hal ini agar 

inplementasi berupa kebbijakan dapt 

dilaksanakan dngan benar. Lokasi tempat 

pendidikan ini, proses komunikasi antra pihk 

sekollah brsama dinas pendidikan dan orgtua 

plajar berjaln dngan baik. Penyajian informasi 

yng terstruktr merupakn faktr penguat yng 

dinmis untk komuniksi dan trnsmisi informsi 

yang baik. Sehingga akan dapat berkomunikasi 

dengan lancer. 

Seiring dengn kajian yang mengatakan bhwa 

ada 3 perhal yg mempengaruhi keberhaslan atau 

baik burknya sebuwah kmunikasi, yaitu 

transmiisi, kejelsan & knsistensi dapt di saksikn 

dari hubngan baik yg trcipta sesma skolah 

dengn Dispen dan wali murid telh membuktikn 

bahhwa memng komunkasi yg terjalnpun sudh 

memnuhi syart utuk dikatakn sebgai 

komunikassi yang andil.  

Kajian yng dirumuskn olh Eduward, ada tga 

faktor yng menpengarhi berhasil tidaknya 

komunikasi, yaitu komunikasi, kejelasan serta 

koherensi. Terkait kegiatan penguatan aktivitas 

bahwa pelaksana pada skolah dasr ini sering 

bertemu dengan orang tua untuk menyampaikan 

informasi tentang kebijakan program kartu 

Indonesia pintar. Sehingga akhirnya, sebagian 

besar orang tua merasa memahami penjelasan 

sekolah dan menyampaikan rasa terima kasih 

untuk sekolah serta terima kasih kepada 

pemerintah yang memberikan  KIP. 

Karakterisktik Agen Pelaksana 

Untuk mendukung karakterisitik agen 

pelaksanaan. Pemerintah telah mengigatkan 

kepada suatu sekolah agar pemberian suatu 

dana sesuai dengan suatu sasaran yang 

ditetapkan. Serta diperlukan untuk pendidikan. 

Adapun upaya sekolah dalam mengalokasikan 

dana KIP ialah mengumpulkan data siswa 

miskin dan mengirimkannya ke pemerintah 

agar siswa tersebut dapat menerima bantuan. 

Intinya untuk agen pelaksana sudah berjalan 

sesuai dengan semestinya. Hasil menunjukkan 

bahwa sekolah telah memiliki karakteristik 

yang baik sehingga berpeluang untuk berhasil 

mengimplementasikan kebijakan terkait 

implementasi kebijakan program kartu 

Indonesia pintar. 

Disposisi atau Sikap Pelaksana 

Disposisi  ialah suatu karakter dan 

karakteristik pelaksanaan serta sikap pelaksana 

suatu kebijakan, seperti komitmen dan 

kejujuran. Seorang pelaksana yang baik harus 

memiliki kepribadian yang baik untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan yang baik 

sesuai dengan keinginan dan keputusan para 

pengambil keputusan. Para pelaksana sekolh 

tidak menangani dengan baik. Kebijakan 

pelaksanaan program kartu Indonesia pintar 

tidak mengandung unsur kekeluargaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

disposisi dalam pelaksanaan KIP tidak terdapat 

suatu unsur kekerabatan. Semua dikelola 

berdasarkan yang berhak untuk menerima yaitu 

anak yatim serta keluarga yang kurang mampu. 

Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi 

Dalam implemntasi kebijjakan pda 

lingkungn sangatlh pnting karna menurt 

Weimeer dan Viming sebwah kebjakan hars 

sama dengn tuntutan lngkungan. Lingkungann 

ini merangkum sosial politk dan eknomi. 

Lingkngan sangat memengaruhi suatu 

kebrhasilan inplementasi kebijakaan program 

Kartu Indonesia Pintar ini mendukung terhadap 

implementasi kebijakan. 

Hal ini sangat penting ketika menerapkan 

kebijakan lingkungan. Pendapt Weirmer dan 

Vinniing, kebiijakan hars di samakan dngan 

persyartan lingkngan. Yg terdiri dari 

lingkungan sosial politik dan ekonomi. Dalam 

pengimplementasian Program Kartu Indonesia 

Pintar Lingkungan berpengaruh terhadap 

implementasi kebijakan.  

Antusiasme masyarakat dalam menerapkan 

kebijakan ini membuktikan hal tersebut. 

Antusiasme publik semacam ini tidak terlepas 

dari upaya para pelaksana kebijakan untuk 

mengkomunikasikan kebijakan kepada publik. 

Hal sperti ini jga mennjukkan bhwa fisik 

lngkungan sosiall politk dan ekonmi sangt eratt 

kaitannnya sama komuniksi dan sumber daya 

mnusia. 

Berdasarkan pembahasan di atas di lihat 

bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar (PIP) di sekolah tempat penulis jalani. 

Hal ini sesuai dengan teori Van Metter dan Van 
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Horn Intinya adalah implementasi berjalan 

dengan lancar. 

PENUTUP 

Implementasi Program KIP dianalisis 

dengan menggunakan teori Van Metter dan Van 

Horn dikemukakan bukti bahwa implementasi 

kebijakan sudah berjalan dengan baik. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data melalui 

suatu penelitian lapangan berupa jenis 

wawancara semi terstruktur yang ditujukan 

kepada Kepala Sekolah, Guru BK dan orang tua 

siswa. kemudian observasi serta dengan studi 

dokumentasi. Jumlah yang menjadi sumber data 

terdiri dari Kepala Sekolah, Guru BK dan 4 

orang tua siswa. Hal ini berdasarkan variable 

praktek dengan tepat sasaran.  

Variabel sumber daya manusianya dengan 

berkompeten. Pemanfaatan dana yang diberikan 

kepada siswa melalui rekening dan diawasi oleh 

orang tua, dimanfaatkan untuk belanja 

keperluan sekolah anak-anak mereka.  

Variable komunikasi dibrbagai organsasi & 

penguatn aktivits dlm plaksanaan sudah 

melakukan komunikasi dengan siswa maupun 

dengan orang tua siswa melalui kegiatan 

sosialisasi.  

Karakteristik agen pelaksana pada 

implementasi KIP  melaksanakan mandatnya 

pnuh tanggung jwab. Dana rata dengan praturan 

yg ditetpkan, pihak pemerintah mengingatkan 

kepada pihak sekolah agar pemberian dana 

tepat sasaran dan digunakan untuk keperluan 

yang bersangkutan dengan pendidikan. 

Kondisi sosial, ekonomi serta politik yang 

mempengaruhi implementasi KIP ialah dari 

kondisi ekonomi dan lingkungan sosial orang 

tua yang berpenghasilan tidak mencukupi, ikut 

campur dan cara tanggap orang tua yng begitu 

bersemangat terhadap anknya menjadi pnerima 

KIP, serta dukungan penuh pelaksanaan PIP 

oleh elit politik seperti desa, sekolah, dan dinas 

pendidikan. 
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